
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari paparan dan hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan perjanjian antara PT Sumberdaya Dian Mandiri dan pekerja 

outsourcing di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Padang yaitu Nining Sri 

Rahayu dan Regina Aulia Ansori menerapkan asas konsensual yang 

berimbang. Pada saat penandatanganan perjanjian, pekerja outsourcing 

diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak isi perjanjian dan PT 

Sumberdaya Dian Mandiri juga tidak memaksakan Nining Sri Rahayu dan 

Regina Aulia Ansori untuk menerima isi perjanjian tersebut. Untuk itu saat 

penandatanganan perjanjian kerja waktu tertentu tidak ada pihak yang lebih 

lemah antara kedua pihak tersebut. Mereka dapat memilih untuk menerima 

atau menolaknya.  

Namun, pada saat penandatanganan perjanjian tersebut PT 

Sumberdaya Dian Mandiri hanya menyodorkan kertas yang berisi 

ketentuan-ketentuan terkait pekerjaan kepada Nining Sri Rahayu dan 

Regina Aulia Ansori serta tidak bisa melakukan negosiasi terhadap isi 

perjanjian tersebut. Nining Sri Rahayu dan Regina Aulia Ansori tidak 

diberikan kebebasan untuk menegosiasikan isi perjanjian yang bisa lebih 

menguntungkan mereka. Maka dari itu dalam perjanjian kerja waktu 



 

 

tertentu tidak diterapkan sepenuhnya asas kebebasan berkontrak tetapi 

telah diterapkan asas konsensual yang berimbang. 

2. Hak dan kewajiban menunjukan hubungan hukum antara perusahaan 

dangan tenaga kerjanya, dimana kedua belah pihak secara bersama-sama 

terikat dalam perjanjian kerja yang di sepakati bersama. Hak dan kewajiban 

yang tertera dalam kontrak perjanjian antara PT Sumberdaya Dian Mandiri 

dengan Nining Sri Rahayu dan Regina Aulia Ansori (Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu) telah sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003. Disebutkan 

bahwa hak pekerja yaitu berhak atas cuti, gaji pokok, fasilitas kerja, upah 

lembur, jaminan sosial tenaga kerja dan tunjangan hari raya keagamaan. 

Sedangkan kewajibannya yaitu mematuhi peraturan kerja yang ditetapkan, 

melaksanakan pekerjaan dengan segenap kemampuannya, menjunjung 

tinggi hubungan baik, dan mengganti kerusakan materil dan kerugian 

finansial yang diperbuat oleh pekerja.  

Namun, dalam penerapannya hak pekerja outsourcing ini tidak 

terjamin sepenuhnya oleh perusahaan outsourcing seperti tidak 

dibayarkannya upah lembur dan terdapat beberapa masalah yang 

dikeluhkan oleh pekerja outsourcing, yaitu minimnya upah yang 

didapatkan, tidak terjaminnya job security, dan kurang terlindungi hak-

haknya. Hal ini terjadi sebab adanya perjanjian kerja dan terdapat 

peraturan yang kabur tentang perjanjian ini. Maka dari itu diperlukan 

perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja 

outsourcing. 



 

 

 

B. Saran 

Adapun saran yang penulis dapatkan setelah melakukan analisa dari 

penelitian ini adalah: 

1. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah 

jumlah sampel penelitian dan dapat membandingkan prosedur antar 

beberapa perusahaan outsourcing. 

2. Saran untuk Penyedia Jasa 

Dalam melakukan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan 

penyedia jasa perlu memperhatikan isi perjanjian serta 

mengedepankan asas kebebasan berkontrak. Hendaknya penyedia jasa 

dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya isi dari perjanjian 

tersebut.  

3. Saran untuk Pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat menyempurnakan peraturan terkait 

perjanjian kerja outsourcing sehingga kelemahan-kelemahan dalam 

peraturan sebelumnya dapat diminimalisir dan melindungi setiap hak 

dari pihak yang terkait. 

Ada tiga kepentingan yang harus diperhatikan dalam membuat aturan hukum agar 

dapat mendorong terciptanya  situasi yang kondusif. Kepentingan pertama dari 

sudut pandang pekerja. Bagi pekerja jaminan hak dasar pekerja dapat terlaksana 

dengan maksimal apabila negara dapat mengurangi campur tangan yang membatasi 



 

 

kebebasan pekerja dalam berserikat. Negara harus menciptakan mekanisme di 

mana suatu aturan hukum dapat mewujudkan asas persamaan hak antara buruh dan 

pengusaha. Misalnya persamaan hak atas akses informasi guna meningkatkan 

kualitas buruh dan Serikat Buruh dalam melakukan perundingan. Kepentingan 

kedua yang harus diperhatikan adalah pengusaha. Bagi pengusaha, berlangsungnya 

usaha dan orientasi pasar menjadi dasar kepentingannya. Terciptanya good 

governance, jaminan keamanan, penegakan hukum akan mengubah sikap 

pengusaha lebih terbuka menerima Serikat Buruh sebagai mitra usaha. Kepetingan 

ketiga yaitu negara, mempunyai orientasi peningkatan kesejahteraan rakyat dan 

keamanan. 


